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Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat akta otentik bilamana terdapat perbuatan
hukum berkaitan dengan tanah. Berdasar pada kewenangan yang dimilikinya tersebut, maka PPAT wajib
tunduk pada ketentuan peraturan jabatan dan kode etik profesi, namun belakangan ini tidak sedikit PPAT
dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh
PPAT berkenaan dengan kewenangan bertindak dalam. Terhadap permasal ahan tersebut akan dilakukan
pembahasan mengenai tanggung jawab dari PPAT dan akibat hukum atas tindakannya tersebut. Penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dalam melaksanakan
jabatannya bertanggung jawab secara pribadi, sedangkan akibat hukum bagi PPAT berkenaan dengan
pelanggaran tersebut adalah penjatuhan sanksi.

...... Land Deed Official (PPAT) has an authority making an authentic deed when thereisalegal act which
related with land. Based on their authority, when PPAT performing their duties have to observe with the
regulation and also code of ethics, but in practice, thereis PPAT who violate the code of ethics or the
regulation which related with PPAT. As an example violations of PPAT isin making mortgage (APHT) that
performed by unauthorized person as the case study of thislegal research. Thislegal research will explained
about the responsibilities as an PPAT and also the punishment as an legal consequences of the legal
deviations. This study is classified as a normative legal research. The research results showed PPAT asan
public officer has their own responsibilities and PPAT can be subject to sanctions as their legal
consequences of the legal deviations.
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